
62 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam 

penelitian ini terkait dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta PKR 

berdasarkan Risalah RUPS dibawah tangan maka penulis dapat menarik 

kesimpulan yaitu Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta PKR yang 

mana kewenangan tersebut terbatas hanya pada pembuktian secara formil, karena 

pembuktian secara materiil yang berdasarkan Risalah RUPS dibawah tangan tidak 

lagi menjadi kewenangan Notaris. Hal ini dikarenakan Notaris telah menganggap 

Risalah RUPS yang dibuat secara dibawah tangan oleh peserta RUPS sesuai 

dengan kebenarannya dan telah memenuhi Pasal 90 UUPT mengenai pembuatan 

Risalah RUPS. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam 

penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan 

permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu: 

1. Bagi para peserta RUPS pada saat membuat suatu risalah RUPS, harus 

mengacu baik dalam proses, pelaksanaan, dan tata cara pembuatannya sesuai 

dengan UUPT. 

2. Pada saat membuat akta PKR, Notaris diharapkan memperhatikan ketentuan 

perundang-undangan yang terkait dengan pembuatan akta PKR untuk 

menghindari munculnya permasalahan hukum yang timbul dikemudian hari. 
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